BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN

Menimbang

TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menterni
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kcpala Daerah perlu
menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP} dan Ganti
Uang Persediaan (GUP),

. bahwa untuk pcnerbitan dan pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
{SPP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 harus sesuai
dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014
rentang Besar Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Katingan
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
dikarenakan pagu anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang diusulkan setiap tahun nilai yang ditetapkan
berbeda untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, burul b, dan huruf ¢ diatas




Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersib dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4180);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan anfara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5234 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tenlang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ientang
Dana Peruiinbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Vabtninaten / Koita | Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3 );

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Labupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 4 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 2 Tahun 2011 (entang Organisasi dan Tata Kerja
Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah  Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2 );

Peraturan Dacrah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerga Dinas Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2011 Nomor 3j;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah  Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan: Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Katingan Tahun 2009
Nomor 1});

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaien
Katingan Tahun 2014 Nomor 43).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (entang Pedoman
Nawmmralalaa™ Keriarnoan Dacrah




MEMUTUSKAN

Menetapkan :  BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG

DAN TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan

(1)

(2)
13)

Bupati adalah Bupati Katingan.

Satuan Kerja Perungkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah seclaku pengguna anggaran |
pengguna barang.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (revolving) diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor
schari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifal pengisian kembali (revolving) yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjuinya
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan penggunti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan olch bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD vang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebul Pembayaran LS adalah
pembayaran gaji dan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk
pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau
Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan

waktu pembayaran.

BAB 1
MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

UP belum membebani anggaran dan bersifat imprest fund (berjumlah selala
tetap) pada setiap periode.

UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang
ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.

Kepala SKPD menerbitkan SPP-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan
bendahara pengeluaran.




(4)

(1)

(2)

(4)

Pernyataan Tanggungjawab (SPTB) dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)
yang dilegalisir oleh Kepala SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan
harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan mengajukan
SPP-GU Nihil kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
menerbitkan SPM-GU Nihil dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah
untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Nihil

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu
rekanan atau pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp.45.000.000,- (Empat
Puluh Lima Juta Rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.

BAB IV
TAMBAHAN UANG (TU) UANG PERSEDIAAN
Pasal 4

Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang (TU) diatur sebagai berikut !

a, Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat
ditunda;

b. Dipergunakan untuk membiavai kegiatan yang akan dilaksanakan,
bukan untuk membiayai kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu)
minggy;

¢. Digunakan paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal Surat Perintah
Pencairan Dana diterbitkan;

d. Apabila tdak habis digunakan dalam | (sati) bulan, maka sisa dana
vang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas
umum daecrah selambat-lambatnya 6 (enam) han setclah kegiatan selesai
dilaksanakan;

e. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf ¢ sisa

Tambahan Uang (TU) belum disctorkan ke rekening kas umum daerah,
maka permintaan GU selanjutnya tidak dapat diproses SP2D-nya.

Dalam pengajuan permintaan Tambahan Uang (TU), bendahara pengeluaran

wajib menyampaikan :

a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil
serla sisa dana rekening vang diminta Tambahan Uang (TU);

b. Rekening Koran yang menunjukan saldo akhir,

c. Surat pernyatasn bahwa kegiatan yang dibiayai tersebul tidak dapat
dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS;

d. Jadwal pelaksanaan kegiutan;

e. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang menyvajikan tentang
penggunaan dana dan saldo kas terakhir.

Dana Tambahan Uang (TU) yang sudah dipertanggungjawabkan, SKPD wajib
menvampaikan Surat Permintaan Pembayaran / Surat Perintah Membayar
Tambahan Uang Nihil untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana {(SP2D) TU Nihil.

Kritcria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 huruf (a) yaitu :




a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Dacrah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
1. Penanggulangan bencana alam;
7. Bencana sosial vang tidak diperkirakan sebelumnya.

c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan scjak tanggal Surat Perintah
Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib
mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana sesuai ketentuan yang
berlaku tentang Tambahan Uang (TU).

BAB YV
KETENTUAN LAIN
Pasal 5

(1) SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dengan
tepat waktu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagalmana tersebut di atas, apabila tidak
disampaikan secara tepat waktu maka penyaluran UP/Ganu Uang (GU) /
Tambahan Uang (TU) selanjutnya tidalk dapat disalurkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Katingan ini maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Katingan Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal % -1 - 2vic

BUPATLKAPINCAN,
AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
) E .4 . 3p¢g
S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKQDEMUS

B T e et VR I e et R g g e e |
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BUPATI KATINGAN,

-—

AHMAD YANTENGLIE
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